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1. PENDAHULUAN

PERMA No. 5 tahun 2019 ditetapkan sebagai aturan dan petunjuk dalam menentukan
keputusan dispensasi kawin, yaitu salah satunya juga memberikan dorongan pada sisi efektivitas
pandangan hakim dalam lembaga yudikatif yang harus menegakkan undang-undang ataupun
kontradiksi dengan fakta bahwa pernikahan tetap harus terjadi. Pandangan Hakim ini kemudian
bersifat adigum, atau lebih menguatkan dampak positif daripada dampak negatif dalam
mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan (Prabowo, 2013).
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Adanya aturan dispensasi kawin yang telah dikeluarkan oleh = Mahkamah
Agung Nomor 5 Tahun 2019 mempertegas bahwa keterangan anak harus didengar oleh hakim
dalam suatu persidangan agar terwujudnya upaya pencegahan kekerasan atau pelanggaran hak
anak. Selain itu, kepada hakim guna memberikan penanganan tentang dispensasi kawin diwajibkan
untuk dapat memberikan suatu nasihat kepada para pemohon, calon suami/istri, anak dan wali/
orangtua psangan suami istri. Perkawinan anak sampai sekarang masih banyak terjadi di setiap
daerah.

Efektivitas penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai upaya penyelesaian masalah dalam
perkawinan, khususnya dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur menjadi sebuah upaya
mutlak. Namun kembeali lagi efektivitas suatu hukum kaitanya dengan karakteristiknya tidak akan
terlepas dari suatu analisis terhadap sasaran onyel yang digunakannya (Arief, 2013). Jika ketentuan
PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini dapat memberikan dampak positif terhadap kapatuhan hukum,
kesadaran hukum, serta penurunan dampak negatif. Dalam konteks ini yaitu perkawinan di bawah
umur, yang terbukti setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus. Perkawinan usia
di bawah umur menjadi persoalan khusus yang tidak pernah habis di berbagai negara, termasuk
salah satunya di Indonesia. Usia menjadi salah satu syarat utama yang menjadi pertimbangan utama
dalam konteks legalitas hukum (Alfa, 2019).

Menurut Nurhayati (2021) Kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia dilatar belakangi oleh
banyak faktor. Faktor yang umum ditemukan mulai dari ekonomi, tradisi, faktor pendidikan.
Terlepas dari faktor-faktor tersebut, menurut Tirang (2019) faktor pergaluan bebas menjadi persoalan
utama yang hingga saat ini menjadi persoalan utama sebagai pemicu tingginya kasus perkawinan di
bawah umur. Pernikahan dalam persektif agama merupakan sebuah hal yang sakral.

Aturan yang tertuang dalam ketentuan ajaran agama Islam pada dasarnya juga memiliki
korelasi dengan aturan hukum positif mengenai perkawinan. Keduanya memiliki tujuan yang sama,
yaitu berupaya menjadikan sebuah hubungan yang terjalin dalam ikatan perkawinan menjadi
hubungan yang harmonis. Aturan dalam hukum positif yang pertama kali dimunculkan di Indonesia
yaitu dengan munculnya PERMA No. 5 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun
2019 tentang perkawinan (Natsif, 2018). Meskipun berhasil ditetapkan sesuai dengan ketentuan usia
19 tahun untuk laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019,
faktanya jumlah pemohon dispensasi kawin di Indonesia terus terjadi dan mengalami peningkatan
yang terus menjadi persoalan (Judiasih, 2020).

Sejalan dengan Pertama penelitian yang dilaksanakan oleh Mansari dan Rizkal berjudul
“Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan
Kemudharatan.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peranan hakim dalam kasus
perkawaninan di bawah umur sangat krusial, karena salah satu syarat terjadinya perkawinan di
bawah umur adalah dengan persetujuan Mahkamah Syariyah. Hakim sebagai bagian dari Mahkamah
Syariyah harus mempertimbangkan dengan matang secara kompleks mengenai dampak dan akibat
yang terjadi jika dispensasi kawin diberikan atau dikabulkan kepada pemohon. Maka dampak buruk
juga harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus perkawinan anak.
Poin utama yang menjadi pertimbangan hakim yaitu aspek pemenuhan kebutuhan terbaik bagi anak
(the best interest of the child), jika memang harus dilaksanakan sebuah perkawinan di usia anak
maka harus ada dan ditemukan fakta persidangan jika adanya kekuatan yang mendesak sehingga
harus dilaksanakannya sebuah pernikahan (Rizkal, 2021).

Kedua penelitian yang dilaksanakan oleh Abas dkk berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia
Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone." Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan terhadap ketentuan batas usia minimal
perkawinan yang dilaksanakan Kabupaten Bone telah berjalan sesuai dengan UndangUndang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, meskipun dinilai kurang efektif. Faktor yang menjadikan tidak efektifnya penerapan
batas usia perkawinan yaitu karena latar belakang banyak faktor, mulai dari substansi hukum,
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budaya, struktur, kondisi masyarakat, kualitas sarana dan prasarana, dampak pergaulan bebas,
kondisi ekonomi, dan tinggi rendahnya faktor pendidikan (Rizma, 2021).

Setelah diterbitkannya PERMA No. 5 tahun 2019 kasus perkawinan di bawah umur juga
masih terus berlangsung dan banyak dijumpai di berbagai daerah. Hal ini menjadi pertanyaan besar
mengenai posisi dan peranan PERMA No. 5 tahun 2019 dalam meminimalisir perkawinan di bawah
umur yang terjadi di Indonesia. Dengan semakin banyaknya kasus perkawinan di bawah umur,
maka efektivitas penerapan hukum dan pelaksanaan dispensasi kawin dalam perspektif PERMA
No. 5 tahun 2019 menjadi sebuah hal yang penting untuk dikaji secara mendalam.

Salah satu teori efektivitas hukum yang digunakan untuk mengkaji konteks penelitian ini yaitu
mengacu pada teori Soerjono Soekanto, ia memandang setidaknya terdapat lima aspek yang harus
dinilai guna mengetahui sejauh mana sebuah produk hukum berjalan dengan baik. Lima aspek
tersebut yaitu Faktor Hukum (Undang-Undang), Penegak Hukum, Serana Prasarana, Faktor
Masyarakat, dan Faktor Budaya. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA No.
5 Tahun 20197

Konteks efektivitas hukum dalam penelitian ini dengan membandingkannya antara
implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan pandangan Soerjono Soekanto yang memandang
bahwa hukum yang efektif setidaknya harus mencakup 5 aspek faktor yang terpenuhi. Maka kualitas
hukum tersebut dapat dipandang menjadi sebuah hukum yang efektif dan bekerja sesuai dengan
tujuan diberlakukannya produk hukum itu sendiri.

2. METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, kajian dilaksanakan mengenai efektivitas
dalam menangani atau memutus perkara dispensasi kawin dan pemohon dispensasi kawin untuk
mengukur efektifitasnya pemberlakuan PERMA No. 5 Tahun 2019. Penelitian ini juga menggunakan
fakta lapangan sebagai objek kajian dan fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus dispensasi
kawin di Pengadilan Agama yang mana data-data diperoleh dari website resmi Pengadilan Agama.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif karena penelitian ini
berupaya menggali fakta mengenai penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019. Adapun tahapan untuk
pengolahan data bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (editing), yaitu proses penerimaan data dan pemeriksaan ulang data-data yang
berhubungan dengan PERMA No. 5 Tahun 2019, kasus dispensasi kawin, dan lain sebagainya.

b. Klasifikasi (classifying), yaitu proses pemilihan data, termasuk pengelompokkan data yang
ditemukan. Proses ini berguna untuk mengkomprasikan data yang berhubungan dengan PERMA
No. 5 Tahun 2019 secara rinci, termasuk dalam pengklasifikasian teori efektivitas hukum yang
digunakan.

c. Sistematisasi data (sistemating data), yaitu proses pengolahan akhir atau bisa menjadi penarikan
kesimpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan perkawinan anak dan permohonan dispensas kawin menjadi persoalan yang
kompleks, maka kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan tujuan utama
keseragaman dan standarisasi dalam proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Sehingga
dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, hakim memiliki paduan dan pedoman yang baku
terkait poin apa saja yang penting untuk menjadi pertimbangan.

Persoalan perkawinan di bawah umur merupakan faktor penting yang mendapatkan perhatian
khusus sehingga dibentuk produk Undang-Undang yaitu PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Ini merupakan bukti bahwa kasus perkawinan
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di bawah umur merupakan salah satu kasus yang mendapatkan perhatian khusus. Hal ini
mengingatkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi
(Tasya dan Atik, 2021).

PERMA mengenai pedoman mengadili kasus dispensasi kawin ini menjadi aturan khusus yang
mendorong peran hakim dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga efektivitas hukum mengenai
PERMA No. 5 Tahun 2019 dapat berjalan sesuai dengan harapannya (Fatullah, 2019). Secara merinci
banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 5 Tahun 2019. Ketika
aturan hukum telah bermuatan substansi sedemikian rupa, praktis penagak hukum juga dituntut
dapat mengimplementasikan isi atau muatan tata aturan tersebut dengan baik (Nasution dkk, 2020).

Pemaparan sejumlah hakim dari Pengadilan Agama dapat dikomparasikan dengan teori
efektivitas hukum. Dalam penelitian ini dapat dinilai dari lima faktor yang mempengaruhi efektifitas
hukum menurut Soerjono Soekanto tentang pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 tentang
pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.

Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Pada poin yang pertama ini bahwasanya esensi dalam Undang-Undang menjadi sebuah aturan
yang dapat menjadi sebuah pertimbangan. Aturan atau Undang-Undang menjadi yang utama dalam
pertimbangan dalam memutus sebuah perkara agar esensi dari Undang-Undang benar-benar
menjadi bentuk atau wujud keadilan. Undang-Undang menjadi substansi atau dasar pemberlakuan
sebuah hukum, maka ini menjadi sebuah hal terpenting dalam penegakan aturan.

Esensi utama PERMA No. 5 tahun 2019 yaitu menjadi sebuah petunjuk dan regulai dalam
mengentaskan perkara mengenai dispensasi kawin sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang-
Undang No 16 tahun 2019 tentang batas usia minimal menikah. Ini menjadi ketentuan mendasar
yang menjadi dasar dari diterapkannya Perma ataupun Undang-Undang perkawinan. Substansi-
substansi inilah yang selayaknya juga harus dipahami bersama oleh masyarakat, agar aturan dapat
ditegakkan dengan adil (Pamungkas, 2021).

Persoalan dalam dispensasi kawin, khususnya pedoman yang dapat digunakan untuk menolak
atau mengabulkan gugatan yang dilaksanakan oleh hakim mengacu pada Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia secara yang mana secara yuridis formal mengeluarkan PERMA No. 5
tahun 2019 yang mengatur penanganan serta penyelesaian perkara dispensasi kawin. Aturan ini
menjadi substansi atau dasar Undang-Undang yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan
perkara dispensasi kawin, harapannya putusan yang dipilih oleh hakim merupakan keputusan yang
adil bagi semua pihak yang terlibat (Tamin, 2019).

Pandangan hakim dalam PERMA No. 5 tahun 2016 kemudian juga harus dijabarkan dengan
tepat oleh hakim sebagai pengadil, karena isi dari PERMA tersebut tidak semata-mata memberikan
penjelasan secara rinci mengenai klasifikasi pemohonan mana saja yang dapat dikabulkan atau di
tolak oleh hakim. Karena inilah peran hakim menjadi poin penting dalam menegakkan substansi
Undang-Undang yang berhubungan dengan dispensasi kawin (Atigah, 2019).

Aturan yang ada di dalam PERMA No. 5 tahun 2019 utamanya mendorong ditegakkannya
Undang-Undang perkawinan, yaitu perkawinan harus dilaksanakan diatas usia 19 tahun. Hal ini
sejalan juga dengan Pasal 2 PERMA No. 5 tahun 2019, dijelaskan menganai asas kepentingan terbaik
yang harus diberikan pada anak, asas hak untuk hidup dan tumbuh kembang anak, asas
penghargaan atas pendapat yang dikeluarkan oleh aanak, asas penghargaan harkat dan martabat nak
sebagai manusia, asas non diskriminasi dengan status anak, keseteraan gender, asas persamaan di
depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini pada dasarnya berupaya untuk
melindungi hak anak, dan menjunjung setinggi-tingginya kebaradaan anak sebagai generasi penerus
bangsa. PERMA ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagai mana yang tertuang
dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak Dunia yang menjelaskan betapa pentingnya menjaga dan
melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.
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Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau hakim menjadi kunci dalam penerapan sebuah tata aturan ataupun
Undang-Undang. Tingkat keberhasilan sebuah hukum akan terlihat sejauh mana hakim dapat
menerima dan menelaah aturan yang ditampilkan pada bentuk putusan. Dalam hal ini efektivitas
hukum juga tergantung sejauh mana sosok hakim atau penegak hukum lainnya seperti polisi atau
jaksa bertindak adil sesuai ketentuan perundang-undanga. Namun khusus dalam kajian dalam
penelitian ini yaitu berhubungan dengan sejauh mana sosok hakim dalam memberikan
keputusannya serta sejauh mana sosok hakim dalam mempertimbangkan perkara khususnya
berhubungan dengan dispensasi kawin.

Ketentuan persyaratan administtasi tersebut jika tidak dapat terpenuhi maka sesuai dengan
penjelasan dalam Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka dapat diganti atau setidaknya
terdapat dokumen penunjuk identitas diri dan status anak yang hendak melangsungkan perkawinan.
Persyaratan ini merupakan faktor atau upaya penegak hukum dalam melakukan peradilan yang adil
dalam memimpin jalannya persidangan. Dengan demikian maka syarat administrasi harus terpenuhi
oleh pihak pemohon.

Ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga berisikan mengenai regulasi khusus lokasi
pengadilan yang dapat digunakan dalam memohon dispensasi kawin: 1). Proses permohonan
dilaksanakan pada pengadilan yang sesuai dengan agama anak jika terdapat perbedaan agama
antara anak dan orang tua; 2). Proses permohonan dilaksanakan pada pengadilan yang sama sesuai
domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di
bawah batas usia perkawinan (Hidayat, 2022). Regulasi khusus tersebut dinilai dari sisi lokasi
pengadilan tujuan permohonan dispensasi kawin. Terdapat juga faktor penegak hukum lainnya yaitu
pemilihan siapa hakim dengan ketentuan khusus yang dapat mengadili permohonan dispensasi
kawin.

Sesuai dengan data penelitian diketahui pihak Pangadilan Agama menentukan kriteria khusus
yaitu: 1). Hakim tersebut telah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim
Anak, pernah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan
dengan Hukum, atau hakim tersebut memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau
berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin; 2). Namun apabila persyaratan tersebut
tidak dapat terpenuhi oleh sebuah lembaga peradilan, maka setiap Hakim yang terdapat dalam
lembaga peradilan dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin (Wungow, 2022).

Proses penegakan hukum dinilai darisegi pelaksanaan sidang yang ditentukan di Pangadilan
Agama. Khususnya pada hari pertama sidang permohonan dispensasi kawin, maka pihak Pemohon
wajib menghadirkan: a) Pertama anak yang berproses dalam dispensasi kawin; b) Calon pasangan
suami/isteri; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Jika dalam jalannya sidang Pemohon tidak hadir
maka Hakim dapat menunda proses sidang hingga kembali memanggil pemohon secara sah dan
patut. Ketegasan yang ditentukan yaitu pada poin jika pada hari kedua Pemohon tidak hadir maka
permohonan dapat dinyatakan gugur.

Penagak hukum dalam pandangan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memiliki peranan yang
penting, karena PERMA ini pada dasarnya juga tidak menentukan secara rinci batasan dan ketentuan
mengenai landasan apa yang digunakan dalam memberikan atau menolak permohonan dispensasi
kawin. Sehingga peranan hakim atau penegak hukum menjadi penting dalam memutuskan
permohonan dispensasi kawin.

Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor ini dalam konteks kehakiman maka terdapat ketersediaan perangkat dan alat bukti yang
cukup sebagai bahan atau sumber pertimbangan hukum yang dapt digunakan dalam sebuah sidang
dalam memutus perkara, yaitu dalam konteks ini permohonan dispensasi kawin. Saran merupakan
sebuah hal penting yang dapat menunjang kegiatan peradilan agar berjalan dengan baik.
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Layanan tersebut menjadi salah satu bentuk sarana kemudahan akses informasi kepada
masyarakat. Maka dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai lembaga yang melayani pemerintah
memiliki kualitas sarana dan prasarana yang baik. Hal ini juga akan memudahkan jalannya
persidangan, karena masyarakat dapat dengan mudah mengetahui jadwal sidang secara online.
Sarana dan prasarana dalam konsep efektivitas hukum menjadi bagian penting, sarana dan prasarana
ini pada dasarnya berupa fasilitas. Salah satu yang menjadi kunci utama yaitu teraksesnya informasi
dengan baik (Sutiyoso dkk, 2019).

Sarana dan prasarana pada dasarnya bukan menjadi hal yang utama dalam dispensasi kawin.
Karena sarana dan prasarana tidak berhubungan secara langsung, namun denganiadanya saranaidan
prasaranaiyang lengkap maka akan mendorong berlangsungnya persidangan yang maksimal dengan
terpenuhinya semua unsur yang dibutuhkan dalam perkara (Fattah dkk, 2022). Meskipun sarana dan
prasarana secara langsung tidak berhubungan dengan dikabulkan atau tidaknya dispensasi kawin,
namun dalam hal ini dapat menjadi sebuah upaya yang mendorong agar hakim dapat melengkapi
apa saja bukti yang diperlukan.

Sarana dan prasarana pada dasarnya bukan menjadi hal yang utama dalam dispensasi kawin.
Karena sarana dan prasarana tidak berhubungan secara langsung, namun denganiadanya saranaidan
prasaranaiyang lengkap maka akan mendorong berlangsungnya persidangan yang maksimal dengan
terpenuhinya semua unsur yang dibutuhkan dalam perkara.

Faktor penujang persidangan yaitu sarana atau fasilitas yang mendukungipenegakan hukum,
ihal ini dalam konteks kehakiman maka terdapat ketersediaan perangkat dan alat bukti yang cukup
sebagai bahan atau sumber pertimbangan hukum yang dapt digunakan dalam sebuah sidang dalam
memutus perkara, yaitu dalam konteks ini permohonan dispensasi kawin. Dengan ini maka juga
akan menjadikan putusan yang diambil oleh Hakim benar-benar adil.

Faktor Budaya

Faktor kebudayaan dalam efketivitas juga hampir sama dengan faktor kelompok masyarakat.
Budaya menjadi salah satu faktor penting dan utama bagi sebuah kelompok masyarakat, sehingga
sebuah permohonan kawin jika telah terbentur dengan budaya menjadikan permohonan dispensasi
kawin harus dilaksanakan. Kebudayaan menjadi bagian dalam sebuah kelompok masyarakat yang
dianggap menjadi hal yang wajar dan bisa dilaksanakan meskipun bertentangan dengan aturan
hukum.

Rata-rata masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah dengan alasan terjadi hal yangg tidak
diinginkan seperti hamil diluar nikah. Kejadian negatif seperti ini menjadi penyebab terjadinya
perkawinan di bawahiumur. Hal inijjuga terjadi karenaidampak pergaulan bebasiyang
mengakibatkanihamil diluar nikah. Faktor-faktoriinilah yangimenjadi alasaniuatamaiyang
mengakibatkan terjadinyaiperkawinan di bawah umur (Setawan, 2022). PERMA No. 5 Tahun 2019
menjadi aturan yang melakat yang dapat digunakan dalam menangani permohonan dispensasi
kawin. Sehingga dengan ketentuan atau aturan dasar dalam PERMA ini hakim memiliki pandangan
awal dalam menentukan keputusan menolak atau menerima permohonan. Dalam aturan ini
kemudian dijelaskan mengenai prinsip dalam melakukan persidangan dan pertimbangan dalam
kasus atau permohonan dispensasi perkawinan.

Pertimbangan dan sudut pandang hakim dalam memandang sebuah permohonan sangat
penting, karena dengan pandangan yang tepat maka seorang hakim dapat memutskan sebuah
perkara dengan asas seadil-adilnya. Dengan ini maka hakim juga penting untuk mengumpulkan alat
bukti dan saksi yang tepat, agar menemukan fakta dan dapat memutuskan perkara sesuai dengan
prinsip keadilan (Nurrohman, 2021). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kemudian juga
ditentukan pihak yang boleh mengajukan permohonan dispensasi kawin sesuai dengan Pasal 6,
dalam hal ini terdapat pihak wali atau kuasa hukum dalam melakukan proses pengajuan perkara
dispensasi pernikahan kepada Pangadilan Agama. Ketiga teknis yang digunakan dalam pemeriksaan
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perkara mengacu pada Pasal 10-18. Terakhir PERMA ini mengatur tentang pilihan upaya hukum
apabila permohonan dispensasi ditolak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19.

Pelaksanaan dalam proses permohonan dispensasi kawin telah ditata sedemikian rupa sebagai
upaya dalam melindungi hak seluruh rakyat Indonesia. Meskipun terdapat aturan yang membatasi
pelaksanaan perkawinan dengan usia minimal 19itahun baikiuntuk laki-lakiiatau perempuan.
iNamun juga terdapat unsur-unsur yangiharus dipertimbangkan hakim untuk menentukan
keputusan yang tepat dalam mengadili perkawaninan di bawah umur atau memberikan dispensasi
kawin.

Faktor masyarakat yakni berhubungan dengan kondisi sosial kelompok masyarakat pada
sebuah wilayah, berbeda dengan budaya maka faktor masyarakat merupakan sebuah kelompok
masyarakat akan mendorong berlakunya sebuah hukum. Kekuasaan hakim sesuai dengan ketentuan
dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Juga mendapatkan dorongan dari adanya sebuah lingkup
masyarakat, kondisi masyarakat dapat menjadi faktor penentu utama hakim dalam
mempertimbangkan dan memutuskan perkara.

Faktor kebudayaan ini lebih melekat karena langsung berhubungan dengan pandangan pribadi
seseorang, dimana ketiga sebuah budaya yang sekalipun bertentangan dengan Undang-Undang
maka tetap dapat dilaksanakan. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga sangat mewadahi unsur budaya
masyarakat. Ini dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam permohonan dispensasi kawin.
Namun catatan khusus kebudayaan ini merupakan budaya yang benar dan telah menjadi tradisi di
sebuah daerah.

Dari prinsip efektivitas hukum Soekanto tersebut, pada prinsipnya upaya dalam melindungi
anak dan prinsip keadilan menjadi pertimbangan utama dalam mengabulkan permohonana
dispensasi kawin. Keadilan menjadi tujuan utama atas dilahirkannya PERMA No. 5 Tahun 2019
sebagai ketentuan dalamimemutuskan perkaraidispensasi kawin sesuai denganiUndang-Undang
Nomoril6 tahun 2019 tentangiperkawinan.

Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh latar belakang sebuah masyarakat, dimana
hukum tersebut digunakan dan sejauh mana masyarakat memberikan respon positif dan negatif.
Prinsip ini akan berhubungan dengan sejauh mana adat sebuah kelompok masyakat yang tinggal
mendorong berlakunya sebuah hukum. Misalnya saja sebuah permohonan daerah yang
membenarkan pernikahan anak di bawah umur dan menjadi bagian dari adat istiadat kelompok
masyarakat, maka hal ini juga dapat menjadi sebuah pemicu permohonan dispensasi kawin.

Masyarakat secara umum telah mengetahui mengenai diperbolehkannya perkawinan di bawah
umur karena adanya unsur yang memaksa. Sebagian besar masyarakat mengetahui jika pernikahan
yang dilaksanakan di bawahi umur, atau dii bawah 19 tahun merupakaniperkawinan yang patut
menjadi pertanyaan latar belakang dilangsungkannya, dalam hal ini terjadi kemungkinan buruk
yang menjadi penyebabnya (Tasya dan Atik, 2021).

Faktor pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat juga mengakibatkan terjadinya
pekawinan di bawah umur, hingga yang terburuk masyarakat kurang mengetahui dampak dari
pernikahan dini. Hal inilah yang menjadikan perkawinan di bawah umur sering terjadi, bahkan
Pengadilan Agama selalu melakukan proses permohonan dispensasi kawin dengan dalih
menghindarkan mudarat yang lebih buruk, yaitu kelahiran bayi tanpa bapak (Rany dan Liya, 2021).

Faktor pendidikan pada dasarnya merupakan hal yang penting termasuk dengan pemberian
penjelasan mengenai perkawinan di bawah umur, dampak buruk, hingga resiko yang dihadapi pasca
sahnya sebuah hubungan. Maka masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang cukup baik,
potensial menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur

Masyarakat menjadi faktor penting dalam teori efektivitas hukum, keberadaan masyarakat
dapat berpengaruh dan berdampak langsung kepada kepatuhan hukum. Pola pikir di dalam
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masyarakat yang dinamis pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh masyarakat luas. Hal ini kemudian
memberikan arti penting mengenai kesadaran hukum yang harus dimiliki oleh masyarakat luas.

4. KESIMPULAN

Efektifitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam menangani
perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama sudah efektif jika dilihat dari lima faktor menurut
Soerjono Soekanto. Pertama, faktor hukum (Undang-Undang) yang mana ini menjadi dasar dari
penerapan sebuah aturan. Kedua, penegak hukum yaitu hakim menjadi sosok penting dalam
penerapan sebuah aturan melalui putusan hakim dapat menjadikan sebuah Undang-Undang bekerja
secara optimal. Ketiga, sarana prasarana yaitu menjadi penunjang yang berhubungan dengan
penagakan hukum dan efektivitas sebuah aturan. Keempat, faktor masyarakat yaitu faktor yang
melekat pada sebuah kelompok masyarakat luas dimana masyarakat sebagai penerima hukum
sekaligus pihak yang melaksanakan aturan tersebut. Kelima, faktor budaya yaitu faktor ini
berhubungan langsung dengan kebudayaan, perilaku, kepercayaan, norma penduduk setempat
dalam melaksanakan sebuah keputusan yangmana faktor budaya dapat berdampak langsung kepada
tingkat kepatuhan masyarakt dalam mematuhi Undang-Undang. Meskipun pada realitanya masih
terjadi peningkatan dispensasi kawin tiap tahunnya, namun hakim sudah berupaya melakukan
ijtthad wuntuk menghasilkan keputusan yang terbaik untuk anak. Hakim juga sudah
mempertimbangkan kemaslahatan jangka Panjang terkait pernikahannya. Selain itu perkawinan di
bawah umur tentu menjadi masalah bersama, masalah ini bukan hanya masalah hakim saja namun
juga masyarakat da pemerintah. Untuk itu tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan
karena diperlukan pertimbangan yang matang agar tidak ada yang dirugikan dimasa mendatang.
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